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B A B l 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Pembangunan hukum nasional dalam rangka mewujudkan 

masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang 

Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. diarahkan pada terwujudnya 

sistem hukum nasional, yang dilakukan dengan pembentukan hukum baru, 

khususnya produk hukum yang dibutuhkan untuk pembanguan 

perekonomian nasional. 

Produk hukum nasional yang menjamin kepastian, ketertiban, 
penegakan, dan perlindungan hukum yang berintikan keadilan dan 
kebenaran diharapkan mampu mendukung pertumbuhan dan perkembangan 
perekonomian nasional, serta mengamankan dan mendukung hasil 
pembangunan nasional.^ 

Dengan semakin pesatnya perkembangan perekonomian dan 

perdagaugan makin banyak permasalahan piutang yang timbul di 

masyarakat, bahwa krisis moneter yang terjadi di indonesia telah 

memberikan dampak yang tidak menguntungkan sehingga menimbulkan 

kesulitan yang besar terhadap dunia usaha. 

Salah satu sarana hukum yang di perlukan dalam menunjang 

perekonomian nasional adalah peraturan tentang kepailitan termasuk 

' Zainal As ik i ,2001 . / IMAWOT Ke/xiw/afi tlati Penundaan Kewajiban Pembayaran di 

Indonesia Jakarta Rajawali Press„hal 10 
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peraturan tentang penundaan dan kewajiban pembayaran utang yang semula 

di atur dalam undang-undang kepailitan. 

Perkembangan perekonomian dan perdagangan serta pengaruh 

globalisasi yang melanda dunia usaha dewasa ini, dan mengingat modal 

yang dimiliki oleh para pengusaha pada umumnya sebagian besar 

merupakan pinjaman yang berasal dari berbagai sumber baik dari bank, 

pcnanaman modal, penerbitan obligasi maupun cara lain yang 

diperbolehkan telah menimbulkan banyak permasalah penyelesaian utang 

piutang dalam masyarakat. 

krisis moneter yang melanda Negara Asia termasuk Indonesia sejak 

pertengahan tahun 1997 telah menimbulkan kesulitan yaiig besar terhadap 

perekonomian dan perdagangan nasional. Kemampuan dunia usaha dalam 

mengembangkan usaha sangat terganggu, bahkan untuk mempcrtahankan 

kelangsungan kegiatan usahanya juga iidak mudah, hal tersebut sangat 

mempengaruhi kemnmpuan untuk memenuhi kewajiban pembayaran utang. 

Keadaan tersebut berakibat limbulnya masalah-masalali yang berantai, 

yang apabila tidak segera diselcsaikan akan berdampak lebih luas, antara 

lain hilangnya iapangan kerja dan permasalahan sosial lainnya. 

kepentingan dunia usaha dalam menyelesaikan masalah utang 

piutang secara adil, cepat, lerbuka.dan efektif, sangat diperlukan perangkat 

hukum yang mendukungnya. Pada tanggal 22 April 1998 berdasarkan Pasal 

22 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 telah dikeluarkan Peraturan 
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Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1998 tentang 

Perubahan Atas Undang-Undang tentang Kepailitan, yang kemudian 

ditetapkan menjadi Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1998. Perubahan 

dilakukan oleh karena Undang-Undang tentang Kepailitan yang merupakan 

peraturan perundang-undangan peninggalan pemerintahan Hindia Belanda, 

sudah tidak sesuai lagi dengan kebutuhan dan perkembangan hukum 

masyarakat untuk penyelesaian utang piutang. 

Perubahan terhadap Undang-Undang tentang kepailitan tersebut di 

atas yang dilakukan dengan memperbaiki, menambah, dan meniadakan 

ketentuan-ketentuan yang dipandang sudah tidak sesuai lagi dengan 

kebutuhan dan perkembangan hukum dalam masyarakat, jika ditinjau dari 

segi materi yang diatur, masih terdapat berbagai kekurangan dan 

kelemahan. Putusan pernyataan pailit mengubah status hukum seseorang 

menjadi tidak cakap untuk melakukan perbuatan hukum, menguasai dan 

mengurus harta kekayaan sejak putusan pernyataan pailit diucapkan. 

Syarat utama untuk dapat dinyatakan pailit adalah bahwa seorang 

Debitor mempunyai paling sedikit 2 (dua) kreditor dan tidak membayar 

lunas salah satu utangnya yang sudah jatuh tempo. Dalam pcngaturan 

pembayaran ini, tersangkut baik kepentingan debitor sendiri, maupun 

kepentingan para kreditomya. 

^ Mohamad Chaidir A]i,2000, Kepailitan dan Penundaan /"e/wAayarOTi,Bandung:Mandar 

Maju, Hai 25 



4 

Dengan adanya putusan pernyataan pailit tersebut, diharapkan agar 

harta pailit debitor dapat digunakan untuk membayar kembali seluruh uang 

debitor secara adil dan merata serta seimbang. Pernyataan pailit dapat 

dimohon oleh salah seorang atau lebih kreditor, debitor, atau jaksa umum 

untuk kepentingan umum Kepailitan tidak membebaskan seorang yang 

dinyatakan pailit dari kewajiban untuk membayar utang-utang nya^. 

Ada beberapa faktor perlunya peraturan mengenai kepailitan penundaan 

kewajiban pembayaran utang: 

Pertama, untuk menghindari perebutan harta debitor apabila dalam 
waktu yang sama ada beberapa kreditor yang menagih utang nya 
dari debitor. Kedua, untuk menghindari ada nya kreditor pemegang 
hak jaminan kebeiidaan yang menuntut hak nya dengan cara 
menjuai barang milik debitor tanpa memperhatikan kepentingan 
debitor. Ketiga, untuk menghindari adanya kecurangan kecurangan 
yang dilakukan oleh salah seorang kreditor atau debitor sendiri. 
Misalnya, debitor berusaha untuk memberi keuntungan kepada 
seorang atau beberapa orang kreditor tertentu sehingga kreditor 
lainnya dirugikan, atau adanya perbuatan curang dari debitor untuk 
melarikan semua harta kekayaannya dengan untuk melepaskan 
tanggung jawabnya terhadap para kreditor. Bertitik tolak dari dasar 
pemikiran tersebut diatas, perlu dibentuk undang-undang baru 
tentang kepaiiitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang, 
yang merupakan produk hukum nasional, yang sesuai dengan 
kebutuhan dan perkembangan hukum masyarakat'*. 

Undang-undang tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban 

Pembayaran Utang ini di dasarkan pada beberapa asas. Asas-asas tersebut 

antara lain adalah: 

3 Ibid. hal. 27 
" Munir Fuady,2002, Hukum ke failiian dalam teori danpraktek, Bandung: Citra Aditya 

Bakti,hal.i05 
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1. Asas Keseimbangan, Undang-undang ini mengatxir beberapa 

ketentiian yang merupakan perwujudan dari asas keseimbangan, 

yaitu disatu pihak, terdapat ketentuan yang dapat mencegah 

terjadinya penyalahgunaan pranata dan lembaga kepailitan oleh 

debitor yang tidak jujur, dilain pihak, terdapat ketentuan yang 

dapat mencegah terjadinya penyalahgunaan pratana dan lembaga 

kepailitan oleh kreditor yang tidak beritikad baik. 

2. Asas Kelangsungan Usaha, Dalam Undang-undang ini terdapat 

ketentuan yang memungkinkan perusahaan debitor yang 

prospektif tetap dilangsungkan. 

3. Asas Keadilan Dalam kepailitan asas keadilan mengandung 

pengertian, bahwa ketentuan mengenai kepailitan dapat 

memenuhi rasa keadilan bagi para pihak yang berkepentingan. 

Asas keadilan ini untuk mencegah para pihak yang 

berkepentingan. Asas keadilan ini untuk mencegaii terjadinya 

kesewenang-wenangan penagih yang mengusahakan pembayaran 

atas tagihan masing-masing terhadap debitor. 

4. Asas Integrasi Asas integrasi dalam Undang-undang ini 

mengandung pengertian, bahwa sistem hukum Formil dan 

Materiel nya merupakan satu kesatuan yang utuh dari hukum 

Perdata dan Hukum Acara Perdata Intemasional. Undang-undang 

baru tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran 
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Utang mempunyai cakupan yang luas baik. Berkaitan dengan 

uraian diatas, dirasakan perlu untuk mengadakan penelitian 

tentang aspek hukum pernyataan pailit terhadap harta warisan. 

Hasil penelitian akan di tulis dalam karya ilmiah berbentuk 

skripsi Yang berjudul : AKIBAT HUKUM KEPAILITAN 

TERHADAP HARTA WARIS MENURUT UNDANG-

UNDANG NO.37 TAHUN 2004 TENTANG KEPAILITAN 

DAN PENTJNDAAN KEWAJIBAN PEMBAYARAN UTANG. 

B. Permasalahan 

Permasalah yang dibahas penulis dalam skripsi ini adalah sebagai 

berikut: 

1. Apakah akibat hukum kepailitan terhadap harta waris menurut 

undang-undang no.37 lahun 2004 tentang kepailitatan dan 

penundaan kewajiban pembayaran utang ? 

2. B agaimana Pertanggung j awaban ahli wari s debitur terhadap 

putusan pailit ? 

C. Ruang lingkup dan tujuan 

Berdasarkan permasalahan yang akan di bahas lebih lanjut dalam 

skripsi maka untuk menghindari penyimpangan pembahasan, penulis 

perlu membatasi ruang lingkup pembahasannya pada upaya 

penyelesaian harta waris di tinjau dari undang-undang no.37 tahun 

2004. 
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Adapun penulisan skripsi ini adalah untuk mengetahui dengan jelas 

hal-hal sebagai berikut: 

a. Akibat hukum kepailitan terhadap harta waris menurut undang-

undang no.37 tahun 2004 tentang kepailitatan dan penundaan 

kewajiban pembayaran utang. 

b. Pertanggung jawaban ahli waris debitur terhadap putusan pailit. 

Sesuai dengan maksud dan tujuan maksud kegunaan pembuatan 

skripsi ini diharapkan dapat memberi informasi kepada masyarakat 

mengenai upaya penyelesaian hukum kepailitan teihadap harta waris 

ditinjau dari undang-undang no.37 tahun 2004 tentang kepailitan dan 

^ penundaan kewajiban pembayaran utang dan menjadi masukan bagi 

perkembangan hukum secara umum dan kliususnya dalam bidang 

perdata. 

D. Metode penelitian 

Untuk m.endapatkan data guna menguraikan penulisan skripsi ini, 

maka jenis penelitian yang penulis gimakan dalam penelitian ini adalah 

metode penelitian hukum normatif. Untuk memperoleh sesuatu yang baik 

dari karya ilmiah, maka didukung oleh bukti dan fakta atau data yang akurat. 

Dalam melakukan penulisan ini penelitian yang dilakukan prinsipnya 

bertendensi kepada penelitian kepusttikaan ( library reseach ) sebagai data 

pendukung. 
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Penelitian kepustakaan (library reseach) adalah penelitian yang 

berkenaan dengan bacaan yang berisikan peraturan perundajig-undangan, 

buku, majalah, makalah seminar yang berhubungan dengan topik dan 

dijadikan sebagai landasan guna menguatkan argumentasi didalam 

penulisan ini. 

Bahan kepustakaan yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

bahan kepustakaan yang meliputi: 

1. Bahan hukum primer adalah bahan-bahan hukum yang Saling mengikat 

dan terdiri norma-norma dasar, peraturan dasar, peraturan perundang-

undangan, hukum adat, yurisprudensi dan traktat yang berkaitan dengan 

permasalahan yang di teliti, dimana dalam penelitian, kali ini penulis 

menggunakan undang-undang republik indonesia no.37 tahun 2004 

tentang kepailitan dan penundaan pembayaran utang. 

2. Bahan hukum sekunder yaitu bahan-bahan hukum yang isi nya 

menjelaskan mengenai bahwa hukum primer, berupa hteratur-literatur, 

buku, majalali, artikel, intemeLtesis, diseriai makalah dulam seminar 

yang berkaitan dengan masalah yang diteliti. 

3. Bahan hukum tersier, yaitu bahan-bahan yang menjelaskan bahan-bahan 

hukum primer maupun sekunder yang dalam hal akan di gunakan kamus 

ensiklopedia hukum yang juga dianggap relevan dengan penelitian ini. 
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E . Sistematika Penulisan 

Dalam hal pembahasan atau penguraian sistematika ini penulis 

membagi bab-bab kedalam empat bab dimana masing-masing berupa sub-

bab yang merupakan pembahasan dari bab-bab tersebut: 

BAB I : PENDAHULUAN 

Pada bab ini dijelaskan mengenai latar belakang, 

permasalahan, ruang lingkup, pembahasan, tujuan penulis, 

metode penelitian, dan sistematika penulisan . 

BAB I I : TINJAUAN PUSTAKA 

Pada bagian bab ini akan menjelaskan tentang, pengertian 

Kepailitan, Pihak-pihak yang dapat mengajukan Pailit, apa 

akibat Hukum Kepailitan, Penundaan Kewajiban dan 

Pembayaran Utang. 

BAB I I I : PEMBAHASAN 

Dalam bab ini penulis menyajikan pembahasan yang 

sistematika yang dituangkan secara berurutan sesuai dengan 

urutan permasalahan dan pembahasan yaitu; 

A. Akibat hukum kepailitan terhadap harta waris menurut 

undang-undang no.37 tahun 2004 tentang kepailitan dan 

penundaan kewajiban pembayaran utang.? 
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B. Pertanggung jawaban ahli waris debitur terhadap putusan 

pailit 

BAB IV : KESIMPULAN DAN SARAN 

Dalam bab ini berisikan penutup, yang akan menguraikan 

kesimpulan dan saran. 



BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

A. Pengertian Umum Kepailitan 

pengertian kepailitan Secara etimologi, istilah kepailitan berasal 

dari kata pailit, Selanjutnya istilah pailit berasal dari kata Belanda faillet 

yang mempunyai arti kata ganda yaitu sebagai kata benda dan kata sifat. 

Istilah faillet sendiri berasal dari Perancis yaitu Faillete yang berarti 

pemogokan atau kemacetan pembayaran, sedangkan orang yang mogok 

atau berhenti membayar dalam bahasa Perancis disebut Le faiili. Kata kerja 

berarti gagal, dalam bahasa Inggris dikenal dengan kata to fail yang 

mempunyai arti sama dalam bahasa latin yaitu failure.^ Di negara-negara 

yang Apabila dilihat dari segi tata bahasanya kata pailit merupakan kata 

sifat yang ditambah imbuhan ke-an, sehingga mempunyai fungsi 

membedakan. Kata dasar pailit ditambah imbuhan ke-an menjadi kepailitan. 

Jadi secara tata bahasa, kepailitan berarti segala hal yang berhubungan 

dengan pailit. Di samping itu istilah pailit sudah acap atau terbiasa 

dipergunakan daiam masyarakat, sehingga istilah tersebut tidak asing lagi 

bagi masyarakat dapat dilihat bahwa pengertian pailit. dihubungkan dengan 

ketidakmampuan untuk membayar dari seseorang debitor atas utang-

utangnya yang telah jatuh tempo. Ketidakmampuan tersebut harus disertai 

^ Victor M Situmorang, 2000, Pengantar Hukum Kepailitan di Indonesia, Rineka Cipta : 
Jakarta, Hal 29 

11 
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dengan suatu tindakan nyata untuk mengajukan, baik yang dilakukan secara 

sukarela oleh debitor sendiri maupun atas permintaan pihak ketiga (diluar 

debitor), suatu permohonan pernyataan pailit ke Pengadilan. 

Di antara beberapa sarjana di temukan beberapa pendapat yang 

berbeda tentang kepailitan. Kepailitan adalah suatu usaha bersama untuk 

mendapatkan pembayaran semua piutang secara adil. Pendapat yang lain 

menyebutkan bahwa kepailitan merupakan penyitaan umum atas kekayaan 

si pailit bagi kepentingan semua penagihannya sehingga Balai Harta 

Peninggalanlah yang ditugaskan dengan pemeiiharaan serta pemberesan 

budel dari orang yang pailit.^ 

Di Indonesia mengacu pada Undang-undang No. 37 Tahun 2004 

Tentang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (UU 

Kepailitan) pada pasal 2 menyebutkan bahwa jika debitor mempunyai dua 

atau lebih kreditomya dan lidak membayar lunas sedikitnya satu utangnya 

yang telah jatuh waktu dan bisa ditagih oleh kreditomya, dapat dinyatakan 

paillit dengan putusan pengadilan, baik atas permohonannya sendiri.^ 

Berdasarkan penjelasan diatas dapal diketahui syarat-syarat 

kepailitan adalah debitor yang memiliki sedikitnya dua kreditor dan tidak 

membayar lunas sedikitnya satu utang yang lelah jatuh waktu maka kreditor 

tersebut dapat dimohonkan pailit oleh debitor di pengadilan. Dalam proses 

^ Ahmad Yani dan Gumawan Wijaya, 2002, hukum Bisnis Kepailitan. Raja Grafindo 
Persada, Jakaraia, Hal 11-12 

^ Undang-undang tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. U U 
R I No 37 Tahun.2004 
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permohonan pailit di pengadilan niaga sesuai UU Kepailitan menggunakan 

pembuktian sederhana. Maksudnya, terhadap suatu- permohonan pailit jika 

sudah memenuhi syarat-syarat pada pasal 2 ayat 1 pada UU Kepailitan yang 

sudah dijelaskan diatas maka kreditor tersebut bisa dinyatakan pailit. 

pasal 1 angka 3 UU Kepailitan menjelaskan bahwa debitor adalah 

orang yang mempunyai utang karena perjanjian atau undang-undang yang 

pelunasannya dapat ditagih dimuka pengadilan. Dengan demikian salali satu 

debitor yang dapat dimohonkan pailit adalah orang perorangan termasuk 

orang yang telah melakukan perkawinan yang salah satunya pemisahaan 

harta kekayaan secara bulat. Dewasa ini, banyak orang sebelum melakukan 

perkawinan terlebih dahulu melakukan perjanjian pemisahan harta 

perkawinan, waiaupun dalam pasal 35 ayat Undang-Undang Nomor 1 
i 

Tahun 1974 Tentang Perkawinan (UU Perkawinan) yang telah diatur bahwa 

harta benda yang diperoleh dalam perkawinan menjadi harta bersama. 

Namun berdasarkan pasal 29 ITU Perkawinan dan pasal 147 Kitab Undang-

Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) sebelum perkawinan 

dilangsungkan perkawinan dapat dilakukan perjanjian pemisahaan harta 

perkawinan.^ 

Ketentuan yang baru ayat (1), yaitu dalam lampiran UU No.4 

Th.l998 pasal 1 yang menyebutkan : "Debitor yang mempunyai dua atau 

^ Hoff, Jerry.2000. Undang-undang Kepailitan d indonesia. Diterjemahkan oleh Kartini 
Mulyadi. Jakarta: Tatanusa. 

^ Undang-undang tentang perkawinan. U U No.l Tahun 1974 
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lebih kreditor dan tidak membayar sedikitnya satu utang yang telah jatuh 

waktu dan dapat ditagih, dinyatakan pailit dengan putusan pengadilan yang 

berwenang sebagaimana dimaksud dalam pasal 2, baik atas permohonan 

sendiri, maupun atas permintaan seorang atau lebih kreditor.*^ 

Pernyataan pailit tersebut harus melalui proses pemeriksaan 

dipengadilan setelah memenuhi pesyaratan di dalam pengajuan 

permohonan. Keterbatasan pengetahuan perihal ilmu hukum khususnya 

hukum kepailitan yang berasal dari hukum asing, juga istilah pailit yang 

jarang sekali dikenal oleh masyarakat kalangan bawah maupun pedesaan 

yang lebih akrab dengan hukum adatnya, istilah bangkrut lebih kenal. 

Masyarakat desa tidak berpikir untuk memohon ke pengadilan agar dirinya 

dinyatakan pailit. Para pedagang kecil jika ia sudah tidak dapat berdagang 

lagi, karena modalnya habis dan ia tidak dapat membayar uiang- utangnya, 

laluia mengatakan bahwa dirinya sudah bangkrut. Tidak demikian halnya 

bagi perusahaan/pedagang besar, pengertian istilah kebangkrutan maupun 

pailit telah mereka ketahui.** 

Dilihat dari beberapa arti kata atau pengertian kepailitan tersebut 

diatas maka esensi kepailitan secara singkat dapat dikatakan sebagai sita 

Sri Sumantri Hsnono,200\,Pengcmtca- Hukum Kepailitan dan Pemndaan Pemb^ 
Yogyakarta: Liberty, Hal 42 

" Eman Supannan,2000,/nrtsar///uAwm Waris Indonesia, cet. ke-3,Bandung: C V . 
Mandar Maju, him. 27 
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umum atas harta kekayaan debitor baik yang pada waktu pernyataan pailit 

maupun yang diperoleh selama kepailitan berlangsung untuk kepentingan 

semua kreditor yang pada waktu kreditor dinyatakan pailit mempunyai 

hutaiig, yang harus dilakukan dengan pengawasan para pihak yang 

berwajib.*^ 

Akan tetapi dikecualikan dari kepailitan adalah: 

1. Semua hasil pendapatan debitor pailit selama kepailitan tersebut dari 

pekerjaan sendiri, gaji suatu jabatan/ jasa, upah pensiun, uang tunggu/ 

uang tunjangan, sekedar atau sejauh hal itu diterapkan oleh hakim. 

2. Uang yang diberikan kepada debitor pailit untuk memenuhi kewajiban 

pemberian nafkahnya menurut peraturan perundang-undangan (pasal 

213, 225, 321 KUH Perdata). 

3. Sejumlah uang yang ditetapkan oleh hakim pengawasan dari pendapatan 

hak nikmat hasil seperti dimaksud dalam (pasal 311 KUHPerdata). 

4. Tunjangan dari pendapatan anak-anaknya yang diterima oleh debitor 

pailit berdasarkan pasal 318 KUHPerdata, Apabila seorang debitor (yang 

utang) dalam kesulitan keuangan, tentu saja para kreditor akan berusaha 

imtuk menempuh jalan untuk menyelamatkan piutangnya dengan jalan 

Khairandy,2002Perlindungan Dalam Undang-undang Kepailitan, Jakarta:Jumal 
Hukum Bisnis, Hal 94 
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mengajukan gugatan perdata kepada debitor kepengadilan dengan 

disertai sita jaminan atas harta si debitor atau menempuh jalan yaitu 

kreditor mengajukan permohonan ke pengadilan agar si debitor 

dinyatakan pailit.'^ 

Jika kreditor menempuh jalan yang pertama yaitu melalui gugatan 

perdata, maka hanya kepentingan kreditor/si penggugat saja yang dicukupi 

dengan harta si debitor yang disita dan kemudian dieksekusi pemenuhan 

piutang dari kreditor, kreditor lain yang tidak melakukan gugatan tidak 

dilindungi kepentingannya. Adalah lain halnya apabila kreditor-kreditor 

memohon agar pengadilan menyatakan debitor pailit, maka dengan 

persyaratan pailit tersebut, maka jatuhlah sita umum atas semua harta 

kekayaan debitor dan sejak itu pula semua sita yang telah dilakukan 

sebelumnya bila ada menjadi gugur.*^ 

sita umum, untuk kepentingan seorang atau beberapa orang kreditor, 

melainkan untuk semua kreditor atau dengan kata lain untuk mencegah 

penyitaan dari eksekusi yang telah dimintakan oleh kreditor secara 

perorangan. Hal lain yang perlu dimengerti adalah bahwa kepailitan hanya 

mengenai haita benda debitor saja, bukan pribadinya. Jadi ia tetap cakap 

untuk melakukan perbuatan hukum di luar hukum kekayaan misalnya hak 

'^R.Subekti, 2004, Ringkasan Tentang Hukum Keluarga dan Hukum Wi3m,Cet.33, 
Jakarta: Pradnya Paramita,hlm 22 

'\lbid, Hal 108 

file://'/lbid
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sebagai keluarga, hak yang timbul dari kedudukan sebagai orang tua. ibu 

misalnya, Jadi demikian lah sebenamya esensi kepailitan. 

Dengan adanya pengumuman putusan pernyataan pailit tersebut, 

maka berlakulah ketentuan pasal 113 kitab Undang-Undang Hukum Perdata 

atas seluruh harta kekayaan debitor pailit yang berlaku umum bagi semua 

kreditor dalam kepailitan, tanpa terkecuali untuk memperoleh pembayaran 

atas seluruh piutang-piutang konkuren mereka. Putusan pernyataan pailit 

membawa akibat hukum baik bagi debitor maupun kreditor. Dengan adanya 

putusan pernyataan pailit mengakibatkan harta kekayaan debitor sejak 

putusan tersebut dikeluarkan putusan tersebut dikeluarkan, masuk menjadi 

harta pailit, Akibat hukum yang timbul bagi kreditor putusan pernyataan 

pailit debitor oleh Pengadilan Niaga sangat penting agar tercipca suatu 

kepastian hukum bagi kreditor. 

Yang dapat dinyatakan pailit adalah : 
1. "Orang Perseorang" baik laki-laki maupun perempuan yang telah 

menikah maupun belum menikah. Jika permohonan pernyataaan pailit 
tersebut diajukan oleh debitor perseorang yang telah menikah, maka 
permohonan tersebut hanya dapat diajukan atas perseiujuan suami", 
kecuali antara suami istcri tersebut tidak ada pencampuran harta 

2. "Perserikat-perserikatan atau perkumpulan tidak berbadan hukum 
lainnya "Permohonan pernyataan pailit terhadap suatu firma hai'us 
membuat nama dan tempat kediaman masing-masing persero yang 
secara tanggung renteng lerikat untuk seluruh utang firma. 

3. "Perseroan-perseoran, perkumpulan-perkumpulan, koperasi maupun 
yayasan yang berbadan hukum sebagaimana diatur dalam anggaran 
dasamya.'^ 

'^Suparman,ibid.,hal 27 
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B. Pihak-pihak yang dapat mengajukan Pailit 

Adanya putusan kepailitan dari pengadilan lebih menjamin 

kepastian hukum dan adanya penyelesaian yang adil sehingga mengikat, 

oleh karena akan diberikan kewenangan oleh pengadilan kepada kurator 

atau hakim pengawasan untuk menilai apakah benar-benar tidak mampu 

membayar hutang-hutangnya. dasamya setiap kebendaan yang merupakan 

harta kekayaan seseorang harus di bagi secara adil kepada setiap orang yang 

berhak atas pemenuhan perikatan individu ini, Kemudian guna melindungi 

kepentingan ̂ kreditor agar kekayaan atau harta benda si debitor kepada 

pihak lain, maka setiap kreditor dapat mengajukan permohonan kepada 

pengadilan sebelum ditetapkan seperti tercantum pada pasal 7 ayat (7) sub a 

dan b Undang-undang No. 4 Tahun 1998 untuk: 

a. Meletakkan sita jaminan terhadap sebagian atau scluruhnya 
kekayaan debitor, atau 

b. Menunjukkan kurator sementara untuk: 
1. Mengawasi pengelola usaha debitor 
2. Mengawasi pembayaran kepada kreditor, yang dalam rangka 

kepailitan memerlukan kurator. 

Disainping itu diharapkan dengan lahirnya Undang-undang No. 4 
1 

Tahun 1998 tentang kepailitan bermaksud memberikan kesempatan kepada 

pihak kreditor ataupun debitor untuk mengupayakan penyelesaian yang adil 

johansyah, 2001, Pengadilan Niaga, Bandung:AIumni,Hai 21 
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dan mengikat serta sesuai dengan putusan pengadilan terhadap utang 

piutang mereka. Ketentuan pasal 1 UU No. 4 Tahun 1998 menyebutkan 

pihak-pihak yang meminta pailit yaitu: 

1. Debitor yang mempunyai dua atau lebih kreditor dan membayar 
sedikitnya satu utang yang telah jatuh tempo yang dapat ditagih, dan 
dinyatakan pailit dengan putusan pengadilan yang berwenang . 

2. Permohonan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat 1 dapat juga 
diajukan kejaksaan untuk kepentingan umum 

3. Menyangkut debitor yang merupakan Bank, debitor merupakan 
perusahaan efek, permohonan pernyataan pailit hanya dapat diajukan 

18 

oleh Badan Pengawasan Pasar Modal (BAPEPAM). 

C. AKIBAT HUKUM K E P A I L I T A N 

Putusan kepailitan membawa akibat bagi sipailit atau debitor 

sendiri maupun harta kekayaannya, sejak dibacakan putusan kepailitan 

oleh pengadilan niaga, sipailit (debitor) kehiiangan hak pengurusan dan 

penguasaan atas budel. la menjadi pemilik dari budel itu, tetapi ia tidak 

boleh lagi mengurus dan menguasainya. Namun demikian, sesudah 

pernyataan kepailitan ditetapkan debitor masih dapat mengadakan 

perikatan-perikatan. ini akan mengikat bila perikatan-perikatan yang 

dilakukannya tersebut mendatangkan keuntungan-keuntungan bagi debitor. 

Pengurusan dan penguasaan itu beralih kepada hakim pengawas yang 

ditunjuk pengadilan niaga, tidak semua harta kekayaan debitor pailit 

berada dalam penguasaan dan pengurusan kurator atau Balai Harta 

Peninggalan, sementara dalam hal kreditor dan debitor tidak 

Adrian Sutedi, 2001, Hukum Kepailitan, Bogor;Ghalia Indonesia.Hal 73 
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mengajukan usul pengangkatan kurator lain kepada pengadilan maka 

balai peninggalan harta ( BPH ) bertindak sebagai kurator.'^ 

Pengurusan dan pengusaan harta kekayaan tersebut pindah kepada 

Balai Harta Peninggalan (BPH) dimana terhadap seluruh harta kekayaan 

yang sudah ada maupun yang diperoleh selama berjalannya kepailitan 

kecuali yang dengan undang-undang dengan tegas dikeluarkan dari 

kepailitan. Adapun akibat putusan pengadilan niaga terhadap pailitnya 

debitor mempunyai pengaruh hukum baik terhadap debitor maupun 

terhadap kreditor, hal ini antara lain : 

a. Pengaruh putusan kepailitan atas tuntutan-tuntutan tertentu, pengaruh 

putusan kepailitan dalam tuntutan tersebut ada dua jenis yaitu; 

1. Tuntutan yang berpokok hak-hak dan kewajiban masuk hudel 

pailit. 

2. Tuntutan-tuntutan yang bertujuan untuk dipenuhinya suatu 

perikatan dalam budel 

b. Pengaruli terhadap perbuatan sipailit {debitor) terhadap perbuatan 

sipailit yang merupakan para kreditor, Balai Harta Pengadilan atau 

kurator dapat mengemukakan pembatalan dari perbuatan tersebut. 

Perbuatan sipailit yang merugikan kreditor pada pokoknya adalah 

perbuatan yang berakibat berkurangnya budel, sehingga dianggap tidak 

'^Zainal Asikiii,o/7.c/V,Hal 18 
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pemah ada. Konsekuensinya adalah bilamana dikarenakan perbuatan 

tersebut ada bagian-bagian harta kekayaan dikeluarkan dari budel, maka 

bagian-bagian dari harta kekayaan tersebut oleh Balai Harta 

Peninggalan dituntut untuk dikembalikan kedalam budel. 

c. Pengaruh terhadap pelaksanaan hukum atas harta kekayaan debitor/ 

sipailit, terhadap pelaksanaan hukum atas sesuatu bagian dari harta 

kekayaan debitor yang dimulai sebelum adanya putusan kepaiiitan, rnaka 

dengan adanya putusan kepailitan itu berakhir dengan pelaksanan hukum 

tersebut. Pelaksanaan hukuin yang dimaksud diatas yakni penyitaan, 

uang paksa, hukum badan (sandera), penjualan barang untuk pelunasan 

utang, perbaikan nama baik dan harta tanggungan serta lampau waktu. 

d. Pengaruh terhadap perjanjian timbal balik pasal 36 sampai pasal 39 

Undang-undang No. 4 Tahun 1998 mengatur putusan kepailitan terhadap 

perjanjian timbal balik, dalam hal ini dibedakan antara perjanjian timbal 

balik dalam tahap pelaksanaan tertentu atau dalam tahap tidak 

dilaksanakan dengan beberapa perjanjian sewa-menyewa dan perjanjian 

kerja (perjanjian perbumhan). Untuk peijanjian-perjanjian umum dalam 

pasal 36 menegaskan dalam butiran ayatnya sebagai berikut: Ayat (1), 

dalam hal pada saat putusan pernyataan pailit ditetapkan terhadap 

perjanjian timbal balik yang belum atau sebagiannya dipenuhi maka 

pihak dengan siapa debitor mengadakan perjanjian tersebut dapat diminta 
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kepada kurator untuk memberi kepastian tentang kelanjutan perjanjian 

tersebut dalam jangka waktu yang disepakati oleh kurator kemudian. 

Ayat (4), apabila kurator menyatakan kesanggupan, maka pihak 

sebagaimana yang dimaksud dalam ayat ( I ) dapat meminta kurator untuk 

memberikan jaminan atas kesanggupannya melaksanakan perjanjian 

tersebut. Kemudian perjanjian timbal balik yang terkena pengaruh pailit 

dalam hal ini, perjanjian scwa-menyewa dan perjanjian kerja dapat kita 

lihat dalam Pasal 38 dan Pasal 39 Undang-Undang Kepailitan No.4 

Tahun 1998 yang menegaskan sebagai berikut: Untuk perjanjian kerja 

pasal 39 menentukan bahwa pekeija-pekerja yang dalam ikatan kerja 

dengan sipailit dapat menghentikan hubungan kerja dan kepada mereka 

secaia timbal balik hubungan-hubungan kerja itu dapat dihenlikan oleh 

Balai Harta Peninggalan dengan mengindahkan isi yang diperjanjian atau 

menurut undang-undang, akan tetapi dengan pengertian bahwa setiap hal 

hubungan kerja dapat diakhiri oleh pcnghentian dengan tenggang waktu 

6 (enam) minggu. Semenjak hari pernyataan pailit itu upah buiuh 

menjadi utang budel. 

e. Akibat putusan pailit terhadap kewenangan berbuat sipailit dalam bidang 

harta kekayaan, Undang-Undang, No 4 Tahun 1998 menegaskan bahwa 

sipailit (debitor) tidak mempunyai kewenangan baik sebagian maupun 

seluruhnya terhadap harta kekayaan setelah pernyataan putusan pailit 
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oleh pengadilan niaga. Hal ini dikarenakan untuk menghindari 

kemungkinan berkurangnya aset debitor atau sipailit dalam melakukan 

proses pemberesan utang-utang kreditor. Selanjutnya terhadap ketentuan 

lain yang berhubungan dengan pembatalan perjanjian adalah apa yang 

dikenal dengan Actio Pauliana (gugatan pembatalan dari pihak kreditor 

yang ditujukan kepada debitor karena perbuatan itu dianggap curang dan 

sangat merugikan kreditor) hal ini didasari pada pasal 1340 ayat (1) 

Kitab Undang-undang Hukum Perdata. Terobosan yang diatur dalam 

ketentuan pasal 1341 ayat (1) KUH Perdata ini memberikan hak kepada 

kreditor untuk menganiurkan pembatalan atas setiap tindakan hukum 

yang iidak diwajibkan yang dilakukan oleh debitor, dengan nama apapun 

juga yang merugikan kreditor. 

D. Penundaan Kewajiban dan Pembayaran Utang 

Pengunduran pembayaran atau penundaan pembayaran yang diatur 

dalam bab kedua peraturan kepailitan yang lama ada perubahan judul 

menjadi penundaan kewajiban yang lama ada perubahan judul menjadi 

Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) yang diatur dalam bab 

kedua Perpu Nomor 1 Tahun 1998 yang telah ditetapkan Nomor 4 Tahun 

1998, mulai dari pasal 212-279. Sementara itu dalam UUK yang baru yaitu 

UU Kepailitan No.37 Tahun 2004 mengenai Penundaan Kewajiban 

Sudargo Gautama,op.cir,HaI 48. 
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Pembayaran Utang (PKPU) sebagaimana diatur dalam yang terdiri dari dua 

bagian, yakni: Bagian Kesatu tentang Penundaan Kewajiban Pembayaran 

Utang dan akibatnya (Pasal 222-pasal 264) dan bagian kedua : tentang 

Perdamaian (pasal 265-pasal 294). 

a. Maksud dan Tujuan Pasal 212 Perpu Nomor 1 Tahun 1998 yang telah 

ditetapkan menjadi Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1998 menyebutkan 

bahwa: debitor yang tidak dapat atau memperkirakan bahwa ia tidak 

akan dapat melanjutkan membayar utang-utangnya yang sudah jatuh 

waktu dan dapat ditagih, dapat memohon penundaan kewajiban 

pembayaran utang, dengan maksud pada umumnya meliputi iawaran 

pembayaran seluruh atau sebagian utang kreditor konkuren. Maksud 

penundaan kewajiban pembayaran utang, pada umumnya untuk 

mengajukan rencana perdamaian yang meliputi tawaran pembayaran 

seluruh atau sebagian utang kepada kreditor konkuren. 

Permohonan PKPU sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 222 

UUK harus diajukan debitor kepada pcngadilan sebagaimana dimaksud 

dalam pasal 3 UUK yang ditanda tangani oleh debitor sendiri dan oleh 

advokatnya (dalam UUK 1998 oleh penasehat hukumnya) atau disertai 

daftar yang memuat sifat, jumlah piutang dan utang pemohon debitor serta 

sural bukti seciikup nya. 

2 ' / W , H a l 165 
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b. Yang Berhak Meminta Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU). 

Yang dapat memohon penundaan kewajiban pembayaran utang adalah 

debitor yang tidak dapat atau memperkirakan bahwa ia tidak dapat 

melanjutkan membayar utang-utangnya yang sudah jauh waktu dan dapat 

ditagih (lampiran pasal 213 UUK). Akan tetapi berdasarkan ketentuan pasal 

222 ayat (1) UUK No. 37 Tahun 2004, PKPU dapat diajukan oleh Debitor 

maupun oleh kreditor. Dalam hal debitor adalah bank, peiaisahaan efek, 

bursa efek, lembaga kliring dan penjaininan, lembaga penyimpanan dan 

penyelesaian, perusahan asuransi, dana pensiun, dan Badan Usaha Milik 

Negara yang bergerak dibidang kepentingan publik, 

Dalam ha! pemohon adalah kreditor, pengadilan wajib memanggil 

debitor melalui juru sita dengan sural kilat tercatai paling lambat 7 (tujuh) 

hari sebelum sidang.̂ ^ Menurat pasal 224 ayat (5) UUK 2004, baliwa pada 

sural permohonan. Permohonan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) 

dapat dilampirkan rencana perdamaian. Dalam ayat (6), pasal 224 UUK 

2004 disebutkan, bahwa ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 

ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), dan ayat (5) berlaku mutatis mutandis 

sebagai tata cara pengajuan permohonan penundaan kewajiban pembaj'aran 

utang. 

=2 Ibid,Ha\ 235 
Undang-undang tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. 

U U R I No 37 Tahun.2004 
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Dalam hal debitor adalah Perseroan Terbatas (PT) maka permohonan 

penundaan kewajiban pembayaran utang atas prakarsanya sendiri hanya 

dapat diajukan setelah mendapat persetujuan Rapat Umum Pemegang 

Saham (RUPS) dengan kuorum kehadiran dan sahnya keputusan sama 

dengan yang diperlukan untuk mengajukan permohonan pailit. 

Dari uraian tersebut diatas dapat diketahui bahwa semua perkara 

kepailitan diperiksa dan diputus oleh Hakim Pengadilan Niaga sesuai 

dengan ketentuan yang tercantum di dalam Undang - undang Kepailitan. 

Oleh karena itu, apabila sebelum ada putusan pailit kekayaan si berutang 

sudah disita oleh salah seorang yang berpiutang untuk mendapatkan 

pelunasan piutangnya, penyitaan khusus ini menurut undang-undang 

menjadi hapus karena dijatuhkannya putusan pailit. 

Kepailitan selain mempunyai tujuan yang telah disebutkan di atas, 

juga bertujuan untuk menghindari agar debitur tidak menyembunyikan 

harta kekayaannya sehingga menigikan kreditor. Jadi dapat disinipulkan 

bahwa tujuan kepailitan adalah sebagai suatu usaha bersama baik oleh 

debitor maupun para kreditor untuk mendapatkan pembayaran yang adil 

bagi semua. 



BAB m 
PEMBAHASAN 

A. Akibat Hukuin Kepailitan Terhadap Harta Waris Menurut 

undang-undang No.37 tahun 2004 tentang Kepailitan dan 

penundaan kewajiban pembayaran utang. 

Menurut UU Kepailtan pasal 1 angka 1 menyatakan bahwa 

"Kepailitan adalah sita umum atas semua kekayaan debitor pailit yang 

pengurusan dan pembeiesanya dilakukan oieh Kurator dibawah 

pengawasan hakim pengawas sebagaimana diatui dalam undang-undang 

ini". Kepailitan mengakibatkan seluruh kekayaan debitor serta segala 

sesuatu yang diperoleh selama kepailitan berada dalam sitaan umum sejak 

saat pernyataan putusan pailit dibacakan.^'' 

Sitaan terhadap seluruh kekayaan debitor merupakan bagian dari 

pengurusan harta pailit (management of estate). Pengurusan harta pailit ini 

merupakan suatu cara untuk menguras harta kekayaan debitor . Caranya ini 

dilakukan dengan menunjuk beberapa wakil dari kreditor unluk mengontrol 

semua harta kekayaan debitor yang dinyatakan pailit, serta diberikan 

kekuasaan untuk mencegah, dalam bentuk peraturan, transaksi, perbuatan 

curang untuk mentransfer kekayaan, mengumpulkan, mengelola, dan saat 

Ibid, hal. 107 

27 
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putusan pernyataan pailit diucapkan. mendistribusikannya kepada para 

kreditor. 

Sita umum dilakukan secara langsung terhadap semua harta 

kekayaan yang dimiliki oleh debitor yang dinyatakan pailit untuk manfaat 

semua kreditomya. Dengan demikian, undang-undang kepailitan digunakan 

untuk memaksa para kreditor menghentikan eksekusi haknya sendiri-sendiri, 

dan pada sisi yang lain debitor harus melepaskan penguasaan terhadap aset-

asetnya dan meiiyerahkannya pada pengadilan. 

Dengan dijatuhkannya putusan kepailitan, mempunyai pengaruh bagi 
debitor dan harta kekayaannya. Pasal 24 Undang-undang Kepailitan Nomor 
37 Tahun 2004 menyebutkan bahwa terhitung sejak ditetapkannya putusan 
pernyataan pailit, debitor demi Hukum kehiiangan hak menguasai dan 
mengurus kekayaannya {Persona Standi In Ludicio), artinya debitor pailit 
tidak mempuntai kewenangan atau tidak bisa berbuat bebas atas harta 
kekayaan yang dimilikinya. Pengurusan dan penguasaan harta kekayaan 
debitor dialihkan kepada kurator atau Balai Harta Peninggalan yang 
bertindak sebagai kurator yang ditunjuk oleh Hakim Pengav/as. Namun 
demikian, sesudah pernyataan kepailitan ditetapkan debitor masih dapat 
mengadakan perikatan-perikatan. Hal ini akan mengikat bila perikatan-
penkatan yang dilakukannya tersebut mendatangkan keuntungan-
keuntungan bagi debitor.-^ 

Hal tersebut ditegaskan didalam Undang-undang Kepailitan Nomor 

37 Tahun 2004 yang menentukan bahv/a semua perikatan debitor pailit 

yang dilakukan sesudah pernyataan pailit tidak dapat dibayar dari harta 

pailii itu, kecuali bila perikatan- perikatan tersebut mendatangkan 

Siti Anisah, 2008, kreditor dan debitor dalam hukum Indonesia, total media, Jakarta, 
hal, 191 

Undang-undang tentang Kepailitan dun Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. 
U U R I No 37 Tahun.2004 
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keuntungan bagi harta pailit. Pada dasamya harta kepailitan itu meliputi 

seluruh harta kekayaan debitor pada saat putusan pernyataan pailit 

diucapkan serta segala sesuatu yang diperoleh selama kepailitan, hal ini 

berarti selumh harta kekayaan debitor pailit berada dalam penguasaan dan 

pengurusan kurator atau Balai Harta Peninggalan, sebagaimana disebutkan 

di dalam Pasal 1 Undang-undang Kepailitan Nomor 37 Tahun 2004. 

Pembentukan Undang-undang memberikan pengecualian terhadap 

berlakunya ketentuan Pasal 21 Undang-undang Kepailitan Nomor 37 Tahun 

2004, tidak semua harta kekayaan debitor pailit berada dalam penguasaan 

dan pengiimsan kurator atau Balai Harta Peninggalan, debitor pailit masih 

mempunyai hak penguasaan dan pengurusan atas beberapa barang atau 

Pewaris tidak boleh membatasi pilihan ahli waris dalam menentukan cara 

penerimaannya atau penolakannya baik secara langsung maupun dengan 

jalan tengah antara menerima atau pun menolak terhadap barang atau benda 

benda sebagaimana yang ditentukan oleh Pasal 22 Undang-undang 

Kepailitan Nomor 37 Tahun 2004, yaituî "^ 

I . Benda, tennasuk hewan yang benar-benar dibutuhkan oleh debitor 
sehubungan dengan pekerjaannya, perlengkapannya, alat-alat medis yang 
dipergunakan untuk kesehatan. tempat tidur dan perlengkapannya yang 
dipergunakan oleh debitor dan keluarganya, dan bahan makanan untuk 
30 (Tiga Puluh) hari bagi debitor dan keluarganya, yang terdapat di 
tempat itu. 

Hadikusuma, Hukum Waris Indonesia menuna Perundangan. Hukum 
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hukum dalam kaitannya dengan penguasaan dan pengurusan harta 

kekayaannya. 

Dengan sendirinya segala gugatan hukum yang bersumber pada hak 

dan kewajiban kekayaan debitor pailit harus dimajukan terhadap kuratornya 

Selanjutnya bila gugatan-gugatan hukum yang diajukan atau dilanjutkan 

terhadap debitor pailit tersebut mengakibatkan penghukuman debitor pailit, 

menurut Pasal 26 Undang-undang Kepailitan Nomor 37 Tahun 2004, 

penghukuman itu tidak mempunyai kekuatan hukum terhadap harta 

kekayaan yang telah dimasukkan ke dalam harta pailit (boedoel pailit)?'^ 

B. Pertanggung jawaban ahli waris debitur terhadap putusan pailit 

Dalam persoalan warisan, ada 3 (tiga ) istilah penting, antara lain: 
a. Pewaris, yaitu orang yang meninggal dunia dan meninggal kan harta 

kekayaannya 
b. Ahli waiis, yaitu orang yang menggantikan kedudukan pewaris 

dalam bidang hukum kekayaannya, karena meninggalnya si pewaris 
dan berhak menerima harta peninggalan pewaris 

c. Harta warisan, yaitu keseluruhan harta kekayaan yang berupa aktiva 
dan pasiva yang ditinggalkan oleh pewaris setelah dikurangi dengan 
semua utangnya.^^ 

Dalam pasal 1045 Kuh perdata di tentukan bahwa tiada seorang puu 

diwajibkan menerima suatu warisan yang jatuh padanya. Ini artinya, 

seorang ahli waris dapat bersikap menerima atau menolak suatu warisan. 

J . Satrio,2000, Hukum Waris tentang Pemisahan Boedel, Bandung: PT. Citra Aditya 
Bakti, him. 199. 

Simanjuntak,op.cit.,hal.243 
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Dalam pasal 107 kuh perdata di tentukan bahwa jika seorang ahli waris 

menolak suatu warisan, maka ahli waris tersebut harus menyatakan secara 

tegas di hadapan panitera pengadilan Negeri di mana pewaris tinggal. 

Dalam pasal 1044 KUH Perdata ditentukan bahwa suatu warisan dapat 

diterima secara mumi atau dengan hak istimewa untuk mengadakan 

pencatatan harta peninggalan. 

Dengan demikian, sikap ahli waris dalam menerima suatu warisan 

dapat berupa: 

a. Menerima warisan secara mumi ( sepenuhnya ) 
Ahli waris menerima warisan sepenuh nya dapat dilakukan secara 
tegas dan bisa secara diam-diam. Secara tegas, jika seorang dengan 
suatu akta autentik atau akta dibawah tangan menerima 
kedudukannya sebagai ahli waris. Secara diam-diam, jika seorang 
ahli waris melakukan suatu perbuatan yang dengan jelas menunjukan 
maksudnya untuk menerima warisan tersebut { pasal 1048 KUH 
Perdata 

b. Menerima warisan dengan hak istimewa atau bersyarat Dalam hal 
ini, ahli waris rnau menerima warisan kalau memang semua isinya 
adalah hak dan tidak ada kewajiban, seperti membayar utang pewaris 
dan sebagainya"". Dalam pasal 1032 ditentukan bahwa jika ahli waris 
menerima warisan dengan hak istimewa ( bersyarat ), timbul 
sejumlah akibat hukum, antara lain: 
1. Bahwa si ahli waris tidak diwajibkan membayar utang-utang dan 

beban waiisan yang melebihi jumlah harga benda-benda yang 
terrnasuk warisan itu. Bahkan ahli waris dapat membebaskan 
dirinya dari pembayaran itu, dengan menyerahkan semua 
bendayang termasuk warisan kepada kekuasaan para berpiutang 

2. Bahwa benda-benda pribadi si pewaris tidak di campur dengan 
benda-benda warisan, dan bahwa ia tetap berhak menagih 
piutang-piutangnya pribadi dan warisan.''^ 

30 Ibid,, hal.260 
31 Ibid., hal.262 
3^ R.SubckU,2003,Ringkasan Tentang Hukum Keluarga dan Hukum Waris,Ccl33, Jakarta: 

Pradnya Paramita,hlm 22 
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kepailitan mengakibatkan debitur pailit tidak dapat melakukan 

perbuatan hukum dalam Iapangan hukum kekayaannya, termasuk persoalan 

warisan. Oleh karena itu, kurator harus bertindak mengurus persoalan 

warisan yang jatuh pada debitur pailit. Dari pasal 40 UU Kepailitan tersebut, 

dapat diketahui bahwa jika dalam warisan tersebut, aktivanya lebih besar 

dari pada pasiva, maka warisan tersebut boleh diterima oleh kurator, tetapi 

jika dalam warisan tersebut pasiva nya lebih besar dari pada aktiva, maka 

kurator harus menolak warisan tersebut. kan tetapi, untuk menolak warisan 

tersebut, kurator perlu untuk memperoleh izin dari hakim pengawas terlebih 

dahulu. 

debitur pailit yang bertindak sebagai ahli waris dari suatu warisan, 

dimana kurator yang mengurus harta pailit debimr tersebut, dapat menerima 

atau menolak warisan tersebut. Timbul pertanyaan, mungkinkan seorang 

debitur pailit adalah pewaris, Untuk menjawab pertanyaan tersebut, dapat 

dilihat dari pasal dibawali ini. 

a. Utang orang yang meninggal, semasa hidupnya tidak dibayar lunas, 

atau 

b. Pada saat meninggalnya orang tersebut, harta peninggalanya tidak 

cukup untuk membayar utang. 

Menurut Prof. Subekti," mewaris didefinisikan sebagai penggantian 

hak dan kewajiban seseorang yang telah meninggal dunia yang melipuli hak 

33 ^\xhek\\,Ringkasan Tentang Hukum Keluarga dan Hukum Waris, h i m . 2 4 . 
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dan kewajiban di bidang hukum kekayaan, secara spesifik hak dan 

kewajiban yang dapat dinilai dengan uang. Bila melihat ke dalam KUH 

Perdata, maka hak dan kewajiban yang demikian diatur dalam Buku I I 

(tentang Benda) dan Buku I I I (tentang Perikatan), 

terhadap hak mewaris tersebut terdapat pengecualian seperti yang 

diatur dalam Pasal 251 KUH Perdata tentang hak suami untuk mengingkari 

sahnya anak atau hak untuk menikmati hasil yang hapus ketika orang yang 

memiliki hak tersebut meninggal dunia menurut Pasal 314 KUH Perdata. 

Pembahasan mengenai Hukum Waris pada dasamya menyangkut 3 hal 

yang pokok, yaitu apa yang merupakan obyek pewarisan (harta 

peninggalan), siapa yang berhak atas warisan tersebut (ahli waris) dan 

bagaimana aturan pembagiannya.̂ '* 

Hukum Waris diartikan sebagai hukum yang mengatur mengenai apa 

yang hams terjadi dengan harta peninggalan seseorang yang meninggal 

dunia, mengainr peralihan harta kekayaan yang ditinggalkan cleh seseorang 

yang meninggal, serta akibat-akibatnya bagi para ahli w a r i s . H u k u m 

Waris dapat dilemukan dalam Buku I I KUH Perdata tentang Benda. Namun, 

pendapat para ahli hukum mengenai kedudukan Hukum Waris dalam 

sistematika KUH Perdata memang tidak seragam. Hal ini disebabkan oleh 

aspek-aspek Hukum Waris yang lidak selalu bemmsan dengan Hukum 

3'* Otje Salman. 1999, Kesadaran Hukum Masyarakat terhadap Hukum Waris. cet. ke-! 
Bandung: Alumni, him. 47. 

3^ Surini Ahlan Sjarif dan Nurul Elmiyah, Hukum Kewarisan Perdata Barat. 
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Benda, melainkan juga Hukum Harta Kekayaan tentang Perikatan dan 

Hukum Keluarga. 

Berdasarkan pengertian mengenai hak mewaris dapai ditemukan 

unsur-unsur dalam Hukum Waris, yaitu adanya Pewaris, Ahli Waris dan 

Harta Warisan, yaitu berupa keseluiiihan aktiva dan pasiva yang ditinggal 

Pewaris (boedel). Pewaris adalah orang yang meninggal dunia yang 

meninggalkan harta kekayaan, sedangkan Ahli Waris adalah anggota 

keluarga orang yang meninggal dunia yang menggantikan kedudukan 

pewaris dalam bidang hukum kekayaan karena meninggalnya Pewaris. 

harta yang ditinggalkan oleh pewaris tidak hanya berupa aktî ^a 

kekayaan saja, para ahli waris dapat saja ditinggalkan dengan warisan utang, 

yang dalam penelitian ini berupa utang yang bersumber dari perjanjian 

kredit yang dilakukan oleh bank kreditur dengan pewaris semasa 

hidupnya sebagai nasabah debitur. 

menerima warisan tidak selalu mendapatkan keuntungan. Bahkan, 

ada kalanya warisan itu hanya berisi utang-utang yang ditinggalkan saja. 

Waiaupun hanya bempa utang belaka, ketika seseorang meninggal dunia, 

maka kewajiban tersebut akan beralih secara otomatis kepada para ahli 

warisnya. 



36 

Menurut KUH Perdata, sebagaimana pembagian harta warisan, 

penunjukan ahli waris dapat ditentukan berdasarkan 2 kategori,-^^ yaitu 

berdasarkan undang-undang dan berdasarkan surat wasiat. Berdasarkan 

undang-undang , yaitu hubungan darah, ahli waris dapat dibagi menjadi 4 

golongan,^^yaitu: 

1. Golongan pertama: Keluarga dalam garis lurus ke bawah, meliputi 
anak-anak bserta keturunan mereka serta suami atau istri yang 
ditinggalkan/yang hidup paling lama. 

2. Golongan kedua: Keluarga dalam garis lurus ke atas, meliputi orang 
tua dan saudara, baik laki-laki maupun perempuan serta keturunan 
mereka. I 

3. Golongan ketiga: Meliputi kakek, nenek selanjutnya ke atas dari 
pewaris. ^ 

4. Golongan keempat: Meliputi anggota keluarga dalam garis ke 
samping dan sanak keluarga lainnya sampai derajat ke-6. 

berdasarkan undang-undang, penunjukan ahli waris juga dapat 

dilakukan melalui surat wasiat (testamen), Ahli waris berdasarkan surat 

wasiat ditunjuk sesuai kehendak pembuat wasiat yang seringkaii menunjuk 

seorang atau beberapa orang ahli waris untuk mendapat seluruh atau 

sebagian harta peninggalannya. 

ferkait persoalan mengenai ahli waris mana yang diutamakan, 

apakah ahli waris menurut undang-undang atau testamenter, dalam 

beberapa pengaturan KUH Perdata, ahli waris menurut undang-undang 

3"' Krisnawati, 2(X)6, Hukum Waris Menurut Burgerlijk Wetboek, Bandung: C V . Utomo, 
him. 2. 

3^ Eman Suparman,2000, Intisari Hukum Waris Indonesia, cet. ke-4,Bandung: C V . 
Mandar Maju, him. 25 
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lebih dilindungi dengan adanya Pasal 881 ayat (2) yang menyebutkan 

bahwa pihak pewaris atau yang mewariskan tidak boleh merugikan para 

ahli waris yang berhak atas suatu bagian mutlak.^^ 

Untuk dapat menjadi ahli waris yang akan menerima sejumlah harta 

peninggalan, ahli waris terlebih dahulu harus memenuhi syarat-syarat: 

1. Harus ada orang yang meninggal dunia (Pasal 830 KUH Perdata); 
2. Ahli waris atau para ahli waris harus ada pada saat pewaris 

meninggal dunia, kecuali anak yang sedang dikandung (Pasal 2 
KUH Perdata) dianggap telah dilahirkan dan dianggap ahli waris; 

3. Seseorang ahli waris harus cakap serta berhak mewaris^^ 

Penerimaan atau penolakan warisan memiliki akibat hukum masing-

masing. Ahli waris atau para ahli waris yang menerima waiisan secara 

penuh, baik secara diam-diam maupun secara tegas bertanggung jawab 

sepenuhnya atas segala kewajiban yang melekat pada haita warisan. 

Aninya, para ahli waris hams menanggung segala macam utang pewaris. 

Penerimaan secara penuh dan nyata dapat dilakukan melalui akta otentik 

atau di bawah tangan, sedangkan penerimaan secara diam-diam biasanya 

dilakukan dengan cara melakukan tindakan tertentu yang rnenggambarkan 

adanya penerimaan secara penuh.'*'* 

Suparman, Intisari Hukum Waris Indonesia, him. 26. 

Subekti, Pokok-Pokok Hukum Perdata, him. 94 

Suparman, Intisari Hukum Waris Indonesia, him. 28 
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ahli waris yang menjuai sebagian harta warisan atau mengambil 

barangnya, atau telah membayar utang pewaris yang belum dilunasi, dapat 

dianggap sebagai tindakan menerima warisan secara diam-diam. 

Ketika ahli waris menyatakan menerima warisan secara benefisier, 

berarti para ahli waris bersedia menerima warisan dengan syarat terbatas 

untuk membayar kewajiban atau beban utang berdasarkan kemampuan dari 

harta warisan itu sendiri, tanpa harus bercampur dengan harta pribadinya. 

Dalam waktu 4 bulan mereka wajib melakukan pencatatan harta warisan 

dan mengurus harta-harta warisan serta menyelesaikan pembagiannya. Para 

ahli ^aris bertanggung jawab kepada semua penagih utang dan orang-orang 

yang menerima pemberian legaat sehingga jika ia meninggal lebih dahulu 

dari pewaris, kedudukannya tidak dapat digantikan oleh keturunannya yang 

masih hidup. 

Menolak warisan harus dilakukan dengan suatu pernyataan kepada 

panitera pengadilan negeri wilayah hukum tempat warisan terbuka sesuai 

ketentuan Pasal 1057 KUH Perdata. Penolakan warisan dihitung dan 

berlaku surut, yaitu sejak saat meninggalnya pewaris. Undang-undang tidak 

mengatur jelas kapan para ahli waris harus menyatakan menerima atau 

menolak warisan. 



39 

Namun, Pasal 1062 KUH Perdata menegaskan bahwa wewenang 
I 

ahli waris untuk dapat menolak warisan tidak dapat hilang karena lewatnya 

waktu. Hal ini berarti kapan saja setela warisan terbuka, ahli waris dapat 

menyatakan penolakannya. 

pihak yang berkepentingan berhak sewaktu-waktu untuk mengajukan 

gugatan terhadap para ahli waris untuk menyatakan sikap. Sebaliknya, para 

ahli waris berhak meminta waktu berpikir selama 4 bulan dan selama waktu 

tersebut mereka tidak boleh dipaksa untuk menentukan sikap, misalnya 

untuk membayar kewajiban-kewajiban pewaris. Apabila muncul putusan 

hakim selama periode tersebut, putusan tersebut harus ditangguhkan dan 

para alili waris berhak mengajukan perlawanan dalam hal mereka dipaksa 

untuk menyatakan sikap. 

Menurut Pitlo,"' pewaris dapat dengan wasiat mengubah kewajiban 

memikul dengan membebani salah seorang dari ahli waris dengan utang-

utang, atau dengan satu atau beberapa utang seluruhnya. Pewaris tidak 

boleh mengubah kewajiban memikul dengan sesuatu yang berada di luar 

wasiat, karena tidak ada orang yang dapat membebankan suatu kewajiban 

kepada orang lain. Para ahli waris juga dapat mengadakan perubahan dalam 

memikul kewajiban, yaitu dengan mengadakan perjanjian antara mereka, 

**' Pillo, Hukum Waris. Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Belanda, him. 
142 dan Satrio, Hukum Waris tentang Pemisahan Boedel, him. 200. 
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bahwa yang satu akan memikul lebih banyak daripada yang lain. Namun, 

perjanjian ini tidak akan memiliki daya kerja kuat apabila tidak 

diberitahukan kepada kreditur. Untuk utang yang tidak dapat dibagi, maka 

seluruh ahli waris bertanggung jawab untuk selumhnya. Untuk utang yang 

dapat dibagi, para ahli waris bertanggung jawab atas bagiannya. 

Walau hak mewaris, namun hak mewaris tersebut meliputi suatu hak 

dan kewajiban yang ditinggalkan oleh pewaris yang berkenaan dengan harta 

kekayaan. Berkaitan dengan kewajiban, maka kewajiban tersebut dapat 

terjadi sebagai akibat dilakukan suatu perjanjian antara pewaris dengan 

pihak lain. Dalam penelitian ini, kewajiban yang dimaksud adalah 

pembayaran utang yang timbul dari perjanjian kredit yang diberikan oleh 

bank kepada pewaris. Terkait dengan utang yang timbul dalam perjanjian. 

Pasal 1743 KUH Perdata menetapkan bahwa semua perjanjian yang lahir 

dari perjanjian pinjam pakai, beralih kepada ahli waris orang yang 

meminjamkan dan ahli waris peminjam.'*^ 

« / i / 4 . , h l m . 254. 
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PENUTUP 

Berdasarkan uraian dalam bab-bab sebelumnya terutama yang 

bersangkut paut dengan permasalahan dapat ditarik kesimpulan dan saran 

sebagai berikut: 

A. KESIMPULAN 

1. Akibat hukuin kepailitan terhadap harta warisan Menurut Undang-

Undang no.37 tahun 2004 tentang kepailitatan dan penundaan 

kewajiban pembayaran utang. 

Hukum Waris memang menganut asas saisin yang berarti 

bahwa hak dan kewajiban pewaris secara otomatis demi hukum beralih 

kepada ahli warisnya. Namun, pemberlakuan asas ini dimaksudkan agar 

tidak terjadi "kekosongan hukum" sedetikpun sehingga tetap ada orang 

yang berhak atau bertanggung terhadap harta peninggalan v/arisan, 

seperti yang dinyatakan dalam Pasal 833 KUH Perdata. Selain itu, Pasal 

1100 KUH Perdata menyebutkan bahwa para ahli waiis hams ikut 

memikul pembayaran utang pewaris. Dalam hal ini, perikatan yang 

timbul antara ahli waris terhadap pihak kreditur, teijadi karena undang 

undang telah menentukan demikian sehingga dapat disebut sebagai 

perikatan yang bersumber dari undang-undang. Akan tetapi, waiaupun 

ahli waris menurut undang-undang berkewajiban untuk membayar 

utang-utang pewaris, kewajiban tersebut tidak otomatis dapat 
41 

dilaksanakan karena melari l i waris. 
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utang-utang pewaris, kewajiban tersebut tidak otomatis dapat 

dilaksanakan karena melanggar hak-hak ahli waris. 

2. Pertanggung jawaban ahli waris debitur terhadap putusan pailit. 

Undang-undang memberikan kelonggaran bagi para ahli waris, yaitu 

hak untuk berpikir guna memilih tindakan apa yang dapat dilakukannya 

terhadap warisan yang diterimanya, termasuk dengan semua utang-utang 

pewaris. 

Ahli waris memiliki opsi untuk menerima waiisan secara penuh, 

menerima warisan secara benefisier (dengan syarat) maupun menolak 

warisan dengan konsekuensi yang masing-masing berbeda. Kalau ahli 

waris menerima warisan secara penuh, maka ahli waris berkewajiban 

untuk membayar utang pewaris, bahkan dengan harta kekayaannya 

sendiri. Namun, ketika ahli waris melakukan penerimaan warisan secara 

benefisier, ahli waris menurut undang-undang hanya berkewajiban untuk 

membayar utang pewaris sebatas harta kekayaan yang diterimanya saja. 

Dengan demikian, ketika utang tersebut lebih besar daiipada aktiva yang 

diterimanya, maka kreditur tidak dapat meminta pembayaran dari haita 

kekayaan pribadi ahli waris. Sebaliknya, ketika ahli waris menolak 

warisan, maka ahli waris tidak berkewajiban untuk membayar utang 

pewaris karena menurut Pasal 1058 KUH Perdata, ahli waris yang 

menolak warisan dianggap tidak menjadi ahli waris. Sebagai akibatnya, 
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kreditur tidak berhak untuk meminta pembayaran dari para ahli waris 

yang m.enolak warisan tersebut. Pasal 1062 KUH Perdata menyatakan 

bahwa hak untuk menolak warisan tersebut tidak hilang karena lewatnya 

waktu. Hal ini berarti, hak ahli waris untuk menolak warisan utang tidak 

dapat dibatasi. Pasal 1045 KUH Perdata menyebutkan bahwa tidak 

seorangpun diwajibkan untuk menerima warisan yang jatuh kepadanya. 

Dengan kata lain, warisan masih belum terbagi sampai ahli waris 

menyatakan penerimaannya dan pewaris tidak dapat membatasi hak ahli 

waris ini untuk menentukan sikapnya. Oleh sebab itu, terkait dengan 

kewajiban pembayaran utang pewaris, ahli waris tidak dapat diwajibkan 

untuk membayar utang pewaris sebelum ahli waris menyatakan 

menerima warisan utang tersebut. 

j 

B. SARAN 

1. Dalam memeriksa dan memutus suatu perkara kepailitan 

hendaklah hakim tidak hanya berdasarkan pada Undang-undang 

Kepailitan saja, tetapi juga memperhatikan ketentuan-ketentuan 

yang tertuang dalam Pasal 1045 KUH Perdata. sehingga putusan 

pernyataan pailit yang dikeluarkanya dapat memberikan rasa 

keadilan dan kepastian hukum serta manfaat bagi kreditor. 
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